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Risiko 2023

Sumber: Nilai Sovereign Debt Vulnerability Scorecard diolah dari Bloomberg (2022)

Catatan: Semakin tinggi 
peringkat menunjukkan 
tingkat risiko negara 
tersebut mengalami default
di masa mendatang

Nigeria, Thailand, Turki, Kamboja, Pakistan, 
Argentina, Bangladesh, Iran, Indonesia, Ukraina, 

Meksiko, dan Amerika Serikat



Lini Masa Strategis 2023

COP-28

16 Feb

Petroleum Price Cap
5 Feb

Rilis PDB 2022
6 Feb

Kongres PSSI

27 Feb – 4 Apr

Sidang Dewan HAM 
PBB Sesi ke-52

21 - 30 Mei

Sidang Majelis Kesehatan 
Dunia Sesi ke-76

11 Sep – 6 Okt

Sidang Dewan 
HAM PBB Sesi 
ke-53

12 – 30 Sep

Sidang Majelis Umum PBB 
Sesi ke-78

Nasional GlobalKeterangan: Transisi Kekuasaan Global

1 - 7 Jul

Sidang Organisasi Pangan 
dan Pertanian Dunia Sesi 
ke-43

30 Nov – 12 Des

COP-28

21 Mei – 11 Jun

U-20 
FIFA:
Tim 
Israel
datang

Peringatan 
Reformasi

21 Mei

Pertemuan ADB
2-5 Mei

Hari Buruh
1 Mei

KTT G7
19-21 Mei

Rilis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
31 Mei

Pemilu Thailand
7 Mei
KTT SCO
4-5 Mei

Imlek
22 Jan

WEF
16-20 Jan

Tenggat debt celling AS
9-15 Sep

4-7 Sep
KTT ASEAN

IMF-WB

Pemilu Kamboja
23 Jul
KTT NATO
11-12 Jul

HUT OPM
1 Des

Hari Anti Korupsi
Hari HAM

9-12 Des

Natal
25 Des

Peringatan 212
2 Des

HUT RI
17 Agu
RAPBN 2024
16 Agu
Pemilu Myanmar
Agu

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

Pencalonan DPR, DPRD, dan DPD

24 Apr– 25 Nov

19 Okt – 25 Nov

Pencalonan Presiden dan Wapres Kampanye

28 Nov – 10 Feb 24

Ramadhan

22 Mar – 21 Apr

Pembahasan RAPBN
15 Jun

Pemilu Turki
18 Jun

9/11

9-10 Sep

G30S PKI
30 Sep
Pertemuan AIIB
25-26 Sep
KTT SDGs
19-20 Sep

KTT G20
11 Sep

Bom Bali
1 Okt

4 Tahun JKW-KMA
20 Okt

Pemilu Argentina
10 Okt

HUT TNI
5 Okt

Yudo Margono Pensiun
26 Nov
Batas Perbaikan UU Ciptaker
25 Nov

Perilisan UMP
Nov

KTT Dewan Eropa
22-23 Mar

Black Sea Deal berakhir
18 Mar

National People Congress
Mar

Konsil Umum 
WTO

2-3 Mar

Rilis Article IV
Consultation IMF

22 Mar

Normalisasi Hubungan Israel-Saudi
Apr

Paskah
9 Apr

Idul Fitri
21 Apr

IMF-WB Spring Meeting
21-23 Apr

Pemilihan Gubernur BI

Jun

KTT QUAD
Mei

KTT BRICS
Agu

KTT ASEAN
9-11 Mei

KTT APEC
12 Nov

KTT
AUKUS

Apr



Lini Masa Pemilu 2024

Sumber: KPU

Masa Kampanye 
Putaran 2 Dimulai

28 Nov
Masa Kampanye 

Dimulai

28 Nov

Penetapan Calon 
Presiden & Wapres

25 Nov

Pemungutan Suara
14 Feb

Masa Tenang
11-13 Feb

Penghitungan Suara
14-15 Feb

Pemungutan Suara II
26 Jun

Masa Tenang
23-25 Jun

Penghitungan Suara II
26-27 Jun

Sumpah 
Presiden 
dan Wapres

20 Okt
Penetapan Partai 

Peserta Pemilu

14 Des

Sumpah 
Anggota 

DPR

1 Okt

Jan 2023 Jan 20242022

Pendaftaran dan Verifikasi 
Partai Peserta Pemilu

29 Jul – 13 Des 22

Penetapan Jumlah 
Kursi dan Dapil DPR

14 Okt 22 – 9 Feb 23

Pemutakhiran & Penyusunan 
Daftar Pemilih

14 Okt 22 – 21 Jun 23

Pencalonan Anggota DPR dan DPRD

24 Apr – 25 Nov 23

Pencalonan 
Presiden 

dan Wapres

19 Okt – 25 Nov 23

28 Nov 23 – 10 Feb 24

Rekap 
Suara

15 Feb – 20 Mar 24

Masa 
Kampanye

Pemutakhiran 
Pemilih

22 Mar – 25 Apr 24

Masa 
Kampanye

2 – 22 Jun 24

Rekap 
Suara

27 Jun – 27 Jul 24

1 Putaran

2 Putaran

Momentum Utama

Keterangan

Titik Rawan



Lanskap Demokrasi
Indeks Demokrasi EIU (2022) Indeks Kebebasan Freedom House (2022)

Posisi Indonesia dalam 
Indeks Demokrasi EIU

 

  

  

  

  

  

  

                          

                                                   

Posisi Indonesia dalam 
Indeks Kebebasan Freedom HouseKondisi Demokrasi di Indonesia berada di atas rerata global tetapi

relatif belum matang. Indonesia dinilai mumpuni pada dimensi hak
politik, khususnya proses elektoral. Akan tetapi, Indonesia dinilai
lemah pada aspek kebebasan sipil dan budaya politik. Visi
Demokrasi matang perlu terus didorong dengan memastikan proses
Demokrasi berjalan dengan normal.

Peta Jalan Pemilu Demokratik

Skor 
Indonesia

Rerata
Global 

6,71 5,29

Skor 
Indonesia

Rerata
Global 

59 55,7

Sumber: Economist Intelligence Unit, Freedom House dan LAB 45



Tren Pembangunan Demokrasi
Tren Regresi Demokrasi (2010-2021)

Pasang Surut Demokrasi Indonesia

*Sumbu Y menggambarkan tingkat pemenuhan hak sipil dan politik dengan menggunakan skor
liberal democracy index (v-dem) dengan cakupan skor 0-1, sementara sumbu X menggambarkan
tingkat pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya menggunakan angka pendapatan per kapita
menggunakan satuan US$ (harga konstan 2015).

Tren regresi Demokrasi terjadi secara global. Pemantauan 10 tahun terakhir menunjukkan lebih banyak negara mengalami
regresi dibanding peningkatan kualitas Demokrasi. Meskipun mengalami pasang-surut, pembangunan Demokrasi Indonesia
memiliki tren positif ketika ditarik dari awal kemerdekaan.

Sumber: Freedom House dan LAB 45



Indeks Kerawanan Pemilu 2024

Sumber: Bawaslu

Pemilu 2024 merupakan momentum utama pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan Pemilu memiliki kerawanan yang
harus diantisipasi para pihak. Kerawanan ini tidak hanya pada proses pemilu tetapi berpotensi meluas menjadi kerawanan
keamanan.
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Kerawanan Pemilu 2024
Semakin buruk Rasio Gini, semakin rawan 

pelaksanaan Pemilu di daerah
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Semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia, 
semakin rawan pelaksanaan Pemilu di daerah

Ukuran lingkaran 
merepresentasikan DPT
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Kerawanan Pemilu 2024
Semakin tinggi Tingkat Pengangguran Terbuka, 
semakin rawan pelaksanaan Pemilu di daerah

Tidak ditemukan korelasi antara proporsi 
Penduduk Miskin dan Kerawanan Pemilu di daerah



Demografi Pemilih

Sumber: Politik2024.id, KPU dan Dukcapil Kemendagri

Proyeksi Proporsi Pemilih berdasarkan Generasi 

pada Pemilu 2024

Proporsi Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin 
Tahun 2022

Pemilih Pemula Pemilih Perempuan Turnout Voters



Demografi Pemilih
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Provinsi Berdasarkan Proporsi Pemilih Pemula dan Perempuan

Pemilih pemula dan perempuan merupakan konstituen yang memiliki proporsi
signifikan. Para pihak dapat menekankan isu gender di provinsi proporsi pemilih
perempuan tinggi. Sementara itu, isu kepemudaan dapat dimainkan pada provinsi
dengan proporsi pemula signifikan. Sementara itu, kelompok kanan atas merupakan
kawasan kunci karena kedua isu tersebut dapat secara simultan didorong pada
kawasan dimaksud.

Sementara itu ketika dibandingkan dengan angka partisipasi pemilih (turnout votes),
kampanye untuk menyalurkan hak memilih yang menyasar konstituen pemuda dan
perempuan dapat didorong pada provinsi yang berada di kuadran prioritas.

Provinsi Berdasarkan Proporsi Pemilih Muda 
dan Angka Partisipasi Pemilih

Provinsi Berdasarkan Proporsi Pemilih Perempuan
dan Angka Partisipasi Pemilih
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Misinformasi Disinformasi Malinformasi

Ketika informasi yang salah 
disebarkan, namun tidak 

dengan maksud 
menyebabkan kekacauan

Ketika informasi yang salah 
dengan sengaja disebarkan 

untuk menyebabkan 
kekacauan

Ketika informasi yang benar 
disebarkan untuk 

menyebabkan kekacauan

Teknologi telah menjadi faktor pemicu disrupsi pada era kini, termasuk
dalam proses politik yang berlangsung. Platform online, terutama media
sosial, berpotensi menjadi kanal mempromosikan disinformasi dan
memanipulasi opini publik. Situasi tersebut dapat memicu keretakan di
masyarakat yang berujung pada ancaman terhadap demokrasi.

Salah satu tools yang dapat dipergunakan untuk menyebar informasi yang
disruptif, yakni tentara siber. Secara global, aktivitas tentara siber terus
mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, data menunjukkan pada 81
negara terdeteksi penggunaan media sosial untuk menyebarkan
propaganda komputasi dan disinformasi terkait politik. Angka tersebut
menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 70 negara.

Sumber:  Diolah dari European Parliament dan Oxford Internet Institute

Tantangan Politik Digital: Disrupsi Informasi

Jenis Disrupsi Informasi
Aktivitas Tentara Siber

[Net] Setuju

Keberadaan Aktivitas Tentara Siber



Nodes : 5.332
Akun : 5.282
Edges : 12.326
Post : 193.782

Jagat Cuit
Pemilihan Umum

Pendukung Anies

Kelompok ini terdiri dari partai
pendukung Anies seperti
Nasdem, PKS dan juga
Demokrat. Beberapa publik figur
partai dan simpatisan juga
muncul. Percakapan memuat
deklarasi dan dukungan untuk
Anies Baswedan

Pendukung Ganjar dan 
Erick Thohir

Kelompok ini terdiri dari
pegiat media sosial yang
memberi dukungan pada
Ganjar dan juga Erick Thohir

Pendukung Muhaimin

Kelompok terdiri dari akun
partai PKB yang digawangi
Cak Imin. Beberapa tagar
memuat mandat dari 99 Kyai
untuk pencalonan presiden

Pendukung Airlangga

Kelompok pendukung
Airlangga yang suda bulat
akan menyokong Airlangga
sebagai calon presiden.
Terdapat juga akun dan tagar
mengenai Golkar.Pendukung Prabowo

Kelompok yang baru saja
mendeklarasikan bahwa
Jokowi Mania (Joman) kini
memberikan dukungan
penuh Prabowo Subianto

Kelompok Natural

Kelompok ini terdiri dari akun
KPU dan lembaga pembinaan
khusus anak, memberi sorotan
Keputusan KPU Nomor 120
Tahun 2023 tentang
Penambahan Waktu Tahapan
Verifikasi Faktual. LPKA
mendorong kepada ASN untuk
tidak terlibat ujaran kebencian

Tangkapan data 1-28 Februari 2023 menunjukkan media sosial aktif digunakan sebagai 
instrumen untuk meningkatkan eksposur tokoh politik menjelang pemilihan umum 2024.



Media Sosial X Pemilu

Sumber: Dari berbagai sumber terbuka

1999 - 2009

2014 - 2019

2022 Pemilu Filipina

Tarung twitter
Pemilu AS

2024 
AI Election?

Perkembangan Platform dalam Kampanye Pemilu
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